
BUPATI TEMVCAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaaa
Masyarakat dan Desa Kabupaten Katinga-n;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 18,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
NegarJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201,1 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;
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undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OO0 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan strukturat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2OA2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor al9fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oos tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2076 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2oL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2oL6 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 35).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2ols tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;

MEMUTUSKAN:

McnetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

7.

8.

9.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan T\rgas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepa-la Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

5. Bupati adalah Bupati Katingan.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Katingan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaarl Masyarakat
dan Desa Kabupaten Katingan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
tertentu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Katingan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susun€rn organisasi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan
Desa, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan, Prograffi, Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi.

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa,
membawahkan :

1) Seksi Bina Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

2l Seksi Bina Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna;

3) Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
Desa.
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b. Bidang, Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan, membawahkan :

1) Seksi Bina Perencanaan dan Pembangunan Desa;

2l Seksi Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Desa;

3) Seksi Bina Pembagunan Kawasan dan Kerjasama Desa.

c. Bidang Pemerintahan dan Aset Desa, membawahkan :

1) Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa;

2) Seksi Bina Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa;

3) Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparat Desa.

4. Kelompok Jabatan Fungsional;
(21Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Brgian Kesatu
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 3

Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa mempunyai
pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
pembangunan di sektor pemberd ayaan masyarakat dan desa.

Pasal 4

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana strategis bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

b. Perumusan kebijakan teknis, penJrusunan program dan
kegiatan bidang pemberdayaErn masyarakat dan desa;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang
pemberdaya€ua dan kelembagaan desa, bidang
pembangunan dan pembangunan kawasa.n perdesaan,
bidang pemerintahan desa dan aset desa;

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporarl pelaksanaan
kegiatan bidang-bidang pemberd ayaar, masyarakat desa;

Pasal 5

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai
wewenang sebagai berikut :

a. Men5rusun rencana strategis dan rencana kerja dinas
pemberdayaan masyarakat dan desa ;

b. Merumuskan kebijakan teknis, pen5rusunan program dan
kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

tugas
dan
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c.

d.

Memberikan dukungan atas penyelen ggaraarl
kesekretariata.n dinas, bidang pemberd ayaan dan
kelembagaan desa, bidang pembangunan dan
pembangunan kawasan perdesaan serta bidang
pemerintahan desa dan aset desa;
Membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat desa;

Bagran Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 6
(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di
sektor pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana strategis bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

b. Perumusan kebijakan teknis, penjrusun€Ln program dan
kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraa.n bidang
pemberdayaan da:e kelembagaan desa, bidang
pernbangunan dan pembangLrnan kawasan
perdesaan, bidang pemerintahan desa dan aset desa;

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang-bidang pemberdayaa.n
masyarakat desa;

e. Penatausahaan Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa;
dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan besa
mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas
pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. Merumuskan kebijakan teknis, penjrusunan program dan
kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
kesekretariatan dinas, bidang p"*b"rd.y".rr- dan
kelembagaan desa, bidang pembangunan dan
pembangunan kawasan perdesaan serta bidang
pemerintahan desa dan aset desa;

d. Membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan dinas pemberd ayaar' masyarakat
desa;

e. Menyelenggarakan penatausahaan Dinas pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7
(1) sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat d,an Desa dipimpin

oleh seorang-sekretaris yang berada di bawah dan bertargg,rrrg
jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas por.ot
merumuskan_ rencErna kerja kesekretariatan yang metiputi
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi
keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekretaris Dinas pemberdayaan Masyarakat dan b"""
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan

pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan bidang sesuai lingkup dinas;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaruasi dan pelaporan
capaian kinerja sekretariat.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pad.a
ayat (21, sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan be"r.
mempunyai uraian tugas :

a. Men5rusun rencana kerja kesekretariatan;
b. Mengkordinasi, mengumpulkan dan mengolah usulan

program dan kegiatan sub bagian dan seksi-seksi;
c. Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan

pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta
perencan aatt, evaluasi dan pelaporan;

e. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan bidang sesuai lingkup dinas;

f. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja sekretariat.

Pasal 8
sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
membawahkan :

1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
2. sub Bagran Keuangan, program, Evaluasi, pelaporan dan

Informasi Teknologi;
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Paragraf L

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagi€m yang mempunyai tugas pokok men5rusun
dan melaksanakan pengelolaan urusan surat men5rurat,
kearsipan, perpustakaan, humas dan keprotokolan,
perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan
pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta
administrasi kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan
kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;

b. Pelaksanaan rf,rusan surat men5rurat, kearsipan,
perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga
kedinasan dan administrasi kepegawaian;

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugas fungsinya;

d. Pelaksallaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Sub bagian umum dan kepegawaian.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l-, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai uraian tugas :

a. Men5rusun bahan pelaksanaan pelayanan umum dan
kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;

b. Melaksanakan urusa.n surat men5rurat, kearsipan,
perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga
kedinasan dan administrasi kepegawaian;

c. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugas fungsinya;

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan capaian
kineda Sub bagian umum dan kepegawaian.

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN

DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 1O

(1) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah Sekretaris dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menJrusun dan
melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan
data perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan serta
informasi teknologi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Keuangan, Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan bahan perencanaan, evaluasi pelaporan;
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Pelayanan administrasi perenc€Lnaan, evaruasi dan
pelaporan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja
terkait;

d. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan
dinas;

e. Pelaksanaan penJrusunan laporan keuangan dinas;
f. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan lingkup tugasnya;
g. Pelaksanaan dan Pengelolaan Informasi Teknologi

dilingkungan Dinas Pemberd ayaarL Masyarakat dan Desa;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peraporan capaian

kineda Keuangan, Program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi Teknologi.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Sub Bagian pen5rusunan program dan
Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Men5rusun bahan perencanaan, evaluasi pelaporEur;

b. Menyelenggarakan administrasi perenca.naan, evaluasi dan
pelaporan;

c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja
terkait;

d. Melaksanakan teknis administrasi pengelolaan keuangan
dinas;

e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas;
f. Melakukan koordinasi dengan Bidang dalam rangka

menyediakan layanan informasi teknologi yang mampu
memenuhi kebutuhan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

g- Menghimpun dan mengolah data serta bahan-bahan untuk
men]rusun anggaran serta melakukan dokumentasi
Peratrrran Perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Dinas Pemberd ayag.n Masyarakat dan
Desa;

h. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan capaian
kinerja sub bagian program dan keuangan.

Bagian Keempat
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELEMBAGAAN DESA

Pasal 11

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai
tugas membantu kepala dinas dalam penJrusunan program dan
kegiatan bidang Pemberd ayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Desa.

b.

c.
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(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan pengembangan
usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana
perekonomian dan lembaga masyarakat desa, serta
pem berd ay aan lemb aga masyarakat de sa;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengembangan
usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna, dan pembangunan sara.na
perekonomian dan lembaga masyarakat desa, serta
pemberdayaan lembaga masyarakat desa;

c. Pen5rusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
pembinaan pengembangan usaha ekonomi desa,
pendayagunaa.n sumber daya alam dan teknologi tepat guna,
dan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan
lembaga masyarakat desa, serta pemberdayaan lembaga
masyarakat desa;

d. Pemberian bimbingan teknis dan suvervisi dibidang
pembinaan pengembangan usaha ekonomi desa,
pendayagunaan sar€Lna prasarana perekonomian dan
lembaga masyarakat desa;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan
pembangunan sarana prasarar:a perekonomian dan lembaga
masyarakat desa;

f. Pelaksanaan administrasi tugas Bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan Masyarakat; dan

g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l,, Kepala Bidang Pemberd ayaar, Masyarakat dan
Kelembagaan Desa mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan kebdakan dibidang pembinaan pengembangan
usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana
perekonomian dan lembaga masyarakat desa, serta
pemberdayaan lembaga masyarakat desa;

b. Melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan
pengembangan usaha ekonomi desan pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat gur&, dan
pembangunan sarana perekonomian dan lembaga
masyarakat desa, serta pemberdayaan lembaga masyarakat
desa;

c. Men5rusun norrna, standar, prosedur dan kriteria dibidang
pembinaan pengembangan usaha ekonomi desa,
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,
dan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan
lembaga masyarakat desa, serta pemberdayaan lembaga
masyarakat desa;
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Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang
pembinaan pengembangan usaha ekonomi desa,
pendayagunaan sarana prasarana perekonomian dan
lembaga masyarakat desa;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan
pembangunan sarana prasarana perekonomian dan lembaga
masyarakat desa;

Melaksanakan administrasi tugas Bidang pemberdayaan dan
Kelembagaan M asyarakat;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa,
membawahkan :

1. Seksi Bina Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

2. seksi Bina Pendayagunaan sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna.

3. seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa.

Paragraf 1

SEKSI BINA USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

Pasal 13

seksi Bina usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh
seora.ng Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Desa;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Ekonomi Masyarakat Desa,
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana dan program keda Seksi Bina Usaha
Ekonomi Masyarakat Desa;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha
Ekonomi Masyarakat Desa;

c. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam upaya
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pelaksanaan
pengelolaan pasar desa;

d. Penyiapan dan penyelenggaraan fasilitasi program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM - Generasi sehat cerdas);

e. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pedesaan dalam
upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

f. Pelaksanaan Koordinasilkemitraan dengan unit keqa/
instansi/lembaga atau pihak ketiga;

g. Pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas Seksi Bina Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan

d.

e.

oD'

(u

(2)
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugas.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana
pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Usaha dkonomi
Desa mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun renca.na dan program kerja
Ekonomi Masyarakat Desa;

dimaksud
Masyarakat

(1)

Seksi Bina Usaha

b. M-enyelenggarakan pelaksanaan tugas seksi Bina Usaha
Ekonomi Masyarakat Desa;

c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam upaya
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pelaksanaan
pengelolaan pasar desa;

d. Menyiapkan dan memfasilitasi program Nasional
Pemberd ay aar. Masyarakat (pNpM -Generasi sehat cerdas) ;

e. Memfasilitasi pengembangan sarana prasarana pedesaan
dalam upaya pembentukan Badan usaha Miiik Desa
(BUMDes);

f. Melaksan"kg koordinasi/kemitraan dengan unit ke na/
instansi/lembaga atau pihak ketiga;

g. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas seksi Bina usaha Ekonomi Masyarakat
Desa;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugas.

Paragral2
KEPALASEKSIBHf 

,I"',llPf'"$&ffiTBYTXX'.DAYAALAM

Pasal 14

seksi Bina Pendayagunaa.n sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala seksi ya"s
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pemberd ay aar. Masyarakat dan Kelembagaan Desa.
Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala seksi Bina pendayagunaan sumber Daya Alam a'"i,
Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi bina
pendayagunaan sumber daya alam dan teknotogi tepat guna
(TTG, Posyantek dll);

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di seksi bina
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas seksi bina
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

d. Pemberian stimulan untuk pengembangan kelompok usaha
keluarga;

e. Pelaksanaan_fasilitasi kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) dengan Dinas/ Badan / Instan.i t"rkaiu-

(2)
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f. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan
pelaksanaan tugas seksi bina pendayagunaan sumbei daya
alam dan teknologi tepat guna;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan rain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

h. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan
unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala seksi Bina Pendayagunaan sumber Daya Aram
dan Teknologi Tepat Guna mempunyai uraian tugas :

a. Pen5rusunan rencana dan program kerja seksi bina
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
(TTG, Posyantek dll);

b. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas seksi bina
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas seksi bina
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

d. Memberikan stimulan untuk pengembangan kelompok usaha
keluarga;

e. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) dengan Dinas/ Badan/ Instansi terkait;

f. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan
pelaksanaan tugas seksi bina pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna;

g. Melaksana tugas lain sesuai yang diberikan pimpinan
dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan
unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga

Paragraf 3
KEPALA SEKSI BINA LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA

Pasal L5

(1) seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh
seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pemberd ayaa:a Masyarakat dan Kelembagaan Desa.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan besa
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana dan program keda seksi bina
kelembagaan (Karang Taruna, PKK, P2WKSS, kelompok tani
nelayan, kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan
dan pembentukan pokjanat posyandu, mantir idat,
RT,RW,dll);

b. Pelaksanaan program kerja seksi bina kelembagaan (Karang
Taruna, PKK, P2WKSS, kelompok tani nelayan, kelompok
kesenian dan penguatan kelembagaan dan pembentukan
pokjanal posyandu, mantir adat, RT,RW,dll);
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c. Pengkoordinasian program kerja seksi bina kelembagaan
(Karang Taruna, pKK, p2wKSS, kelompok tani nelayan,
kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan dan
pembentukan pokjanal posyandu, mantir adat, RT,RrrV,dlt;;

d. Pelaksanaan tugas seksi bina kelembagaan (Karang Taruna,
PKK, P2WKSS, kelompok tani nelayan, kelompok kesenian
dan penguatan kelembagaan dan pembentukan pokjanal
posyandu , rnarttir adat, RT,RW,dll);

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas seksi bina
kelembagaan (Karang Tarr.rna, pKK, p2wKSS, kelompok tani
nelayan, kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan
dan pembentukan pokjanal posyandu, mantir idrt,
RT,RW,dll);

f. Evaluasi pelaksanaan tugas seksi bina kelembagaan (Karang
Taruna, PKK, p2wKSS, kelompok tani nelayan, keiompok
kesenian dan penguatan kerembagaan dan pembentukan
pokjanal posyandu, mantir adat, RT,RW,dll);

g. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi bina kelembagaan
(Karang Taruna, pKK, p2wKSS, kelompok tani nelayan,
kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan dan
pembentukan pokjanal posyandu, mantir adat, RT,RW,dll);

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas
fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa- dan
Lembaga Adat Desa mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun renc€ula dan program kerja seksi bina
kelembagaan (Karang Taruna, pKK, p2wKSS, kelompok tani
nelayan, kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan
dan pembentukan pokjanal posyandu, manti. id"t,
RT,RW,dll);

b. Melaksanakan program kerja seksi bina kelembagaan
(Karang Taruna, PKK, P2WKSS, kelompok tani nehJran,
kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan dan
pembentukan pokjanal posyandu, mantir adat, nf*nW,aU);

c. Pengkoordinasian program kerja seksi bina kelembagaan
(Karang Taruna, PKK, P2WKSS, kelompok tani nelaJran,
kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan dan
pembentukan pokjanal posyandu, mantir adat, RT,RW,dll1;

d. Pelaks€Lnaan tugas seksi bina kelembagaan (Karang Taruna,
PKK, P2WKSS, kelompok tani nelayan, kelompok kesenian
dan penguatan kelembagaan dan pembentukan pokjanal
posyandu, mantir adat, RT,RW,d1I);

e. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas
seksi bina kelembagaan (Karang Taruna, pKK, p2wKBs,
kelompok tani nelayan, kelompok kesenian dan penguatan
kelembagaan dan pembentukan pokjanar posyandu, mantir
adat, RT,RW,dll);
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f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi bina kelembagaan(Karang Taruna, pKK, p2wKss, kelompok tani nerayan,kelompok kesenian dan penguatan kelembagaan danpembentukan pokjanar posyandu, mantir adat, nt,"iw,au;;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas seksi bina kelembagaan

(Karang 
_ 
Taruna, pKK, p2wKSS, kelompok tani nehlan,

kelompok kesenian dan penguatan Lelembagaan dan
pembentukan pokjanal posyandu, marttir ad.at, nt,hw, anl ;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai
dengan tugas fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga.

Bagian Kelima
BIDANG PEMERINTAHAN DAN ASET DESA

Pasal 16

(1) Bidang Pemerintahan dan Aset Desa dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa melaksanakan
perencaraan, kebijakan dan koordinasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Bidang pemerintahan dan esit Desa
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana dan program kerja pembinaan dan
fasilitasi pemerintahan desa;

b. Pen5rusunan kebijakan dibidang pembinaan dan fasilitasi
pemerintahan desa;

c. Pengkoordinasian perencanaan dan program kerja dibidang
pembinaan dan fasilitasi pemerintahan d.esa;

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan program kerja dan
kegiatan di bidang pembinaan dan fasiliiasi pemeriritahan
desa;

e. Evaluasi pelaksanaan rencana dan progra.m kerja dibidang
pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;

f. Pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang
pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;

g. Pelaporan dan Fasilitasi pengerolaan Aset dan Kekayaan
Desa;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsi nya;

i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/instansi lembaga atau pihak ketiga di bidang
pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desag

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa mempunyai
uraian tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja pembinaan dan
fasilitasi pemerintahan desa;

b. MenJrusun kebijakan dibidang pembinaan dan fasilitasi
pemerintahan desa;
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Mengkoordinasi perencanaan dan_ progra.m kerja dibidangpembinaan dan fasilitasi pemerintahan j"".;
Membina dan mengarahkan pelaksanaan program keq'adankegiatandi bidang pembinaan dan fasilitisi'pemerintahan
desa;

Mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kerjadibidang pembinaan dan fasilitasi pemerintat in a.sa;
Melaporkan pelaksanaan rencana dan program kerja
dibidang pembinaan dan fasilitasi pemerintah"r?""";
Melaporkan pelaksanaarl memfasilitasi pengelolaan aset dan
kekayaan desa;

Melaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsi nya;
Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi lembaga atau pihak ketiga

Pasal L7
Bidang Pemerintahan dan Aset Desa, membawahkan
1. Seksi Bina Administrasi pemerintahan Desa.
2. Seksi Bina Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa.
3. Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparat Desa

SEKSI BINA O"'*'5ffiJrII,"*,*,OHAN DESA

Pasal 18

(1) seksi Bina Administrasi pemerintahan Desa dipimpin oleh
georang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokol mlmbantuKepala Bidang dalam melaksanakan -t rg"u perencanaan,
kebijakan dan koordinasi;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala seksi Bina Administrasi pemerintahan Desa
menyelenggarakan fungsi :

c.

d.

e.

o

h.

a. Pengumpulan dan penyiapan data
dalam rangka pelaksanaan rencana
fasilitasi Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan program penataan desa (pembentukan,
penghapusan, penggabungan, perubahan status dan
penetapan desa);

Fasilitasi pelaksanaan pilkades, pelantikan kades danpengambilan sumpah janji BpD;
Pen5rusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa;
Fasilitasi penJrusunan ApBDES;
Pelaksanaan pendataan, penJrusunan dan Fasilitasi 1aporan
pertanggung jawaban serta evaluasi pengelolaan keuangan
desa meliputi meliputi Alokasi Dana olsalnana Desa, pa]ak
dan retribusi daerah dan bantuan keuangan lainnya;

serta bahan kegiatan
dan program kerja dan

c.

d.

e.

f.
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g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi Bina Administrasi pemerintahan b"*"
mempunyai uraian tugas :

a. Pengumpulan dan penyiapan data
dalam rangka pelaksanaan rencana
fasilitasi Pemerintahan Desa;

b. Melaksanakan program penataan desa (pembentukan,
penghapusan, penggabungan, perubahan status dan
penetapan desa);

c. Memfasilitasi pelaksanaan pilkades, pelantikan kades dan
pengambilan sumpah janji BpD;

d. Menyusun petunjuk teknis pengeloraan keuangan desa;
e. Memfasilitasi penyusunan ApBDes;
f. Melaksanakan pendataan, penJrusunan dan memfasilitasi

laporan pertanggung jawaban serta evaluasi pengelolaan
keuangan $esa meliputi meliputi Alokasi Dana b.ul, Dana
Desa, pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan
lainnya;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

h. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga.

SEKSI BINA PENGELO'IX1?TS? DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 19

(1) seksi Bina Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa dipimpin oleh
sggrang Kepala s9k-si yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melaksanakan tugas p"rerr".naan, kebijakan dan
koordinasi;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1), Kepala seksi Bina pengelolaan Aset dan Kekayaan
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana program dan kegiatan seksi
pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa;

b. Pelaksanaan pembinaan pengerolaan Aset dan Kekayaan
Desa;

c. Pen]rusunan juknis pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa;
d. Fasilitasi dan pelaporan pengelolaan Aset dan Kekayaan

Desa;

e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan Aset dan Kekayaan Desa;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan rain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;

serta bahan kegiatan
dan program kerja dan

bina

pada
Desa
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g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerjalinstansi/remb."s3 atarr pihak teuga d1 ilia.rrgpembinaan dan fasilitasi pengelolaan Aset dan kekayaan
Desa;

h. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas seksi Bina pengelolaan Aset darrKekaya"rrb"".;

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi Bina pengelolaanlset dan Kekayaan Desa
mempunyai uraian tugas :

a. MenJrusun rencana program dan kegiatan pengelolaan Aset
dan Kekayaan Desa.

b. Melaksaaakan pembinaan tata kelola Aset dan Kekayaan
Desa;

c. Men5rusun juknis pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa;
d. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaporan pengelolaan

Aset dan Kekayaan Desa;

e. Melaksanakan dan memflasilitasi pendataan Aset dan
kekayaan Desa;

f. Melaksanlk.r tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

g. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lemb.asa atau pihak ketiga di bidang
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Aset dan kekayaan

t il;:;*enggarakan monirorins, evaluasi dan pelaporan tugas
seksi Bina pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa; 

-

SEKSI BINA 
''*'*O"Tiili*HiO"'OS APARAT DESA

Pasal 2O

(1) seksi Bina Pgnrlskatan Kapasitas Aparat Desa dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam melaksanakan tugas per.ncanaan, kebijakan dan
koordinasi;

(2) untuk melaksan"f* tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi Bina peningkatan Kapasitas Aparat besa
menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana program dan kegiatan peningkatan
Kapasitas Aparat Desa;

b. Pelaksanaan flasilitasi dan peningkatan Kapasitas Aparat
Desa dalam pelaksanaan pend ataan dan penyusunan profil
desa;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparat
Desa dalam penJrusunan RpJMDes, RENSTRA dan RKpdes;

d. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparat
Desa dalam pen5rusunan peraturan Desa;

e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama peningkatan kapasitas
Aparat Desa;
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f. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparat
Desa dalam pengelolaan sarana dan kekayaan pemerintahan
Desa;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan rain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/instansil lembaga atau pihak ketiga;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas seksi
Bina Peningkatan Kapasitas Aparat Desa.

(3) Untuk untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepara seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparat
Desa mempunyai uraian tugas :

a. Men5rusun rencana program dan kegiatan peningkatan
Kapasitas Aparat Desa

b. Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan Kapasitas Aparat
Desa dalam pelaksanaan pendataan dan penyusunan profil
desa;

c. Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparat
Desa dalam pen]rusunan RPJMDes, RENSTRA dan RKpDes;

d. Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparat
Desa dalam penyusunan Peraturan Desa;

e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama peningkatan kapasitas
Aparat Desa;

f. Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparat
Desa dalam pengelolaan sarana dan kekayaan pemerintahan
Desa;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

h. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/instansi llembaga atau pihak ketiga

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan peraporan tugas
seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparat Desa.

Bagran Keenam
BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 21

Bidang Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melaksanakan perencanaan, kebijakan
dan koordinasi bidang;

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pembangunan Desa dan pembangunan
Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana program kerja bidang pembangunan
Desa dan Pembangunan Kawasan perdesaan;

(1)

(2)
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b. Pelaksanaan rencana dan
Pembangunan Desa dan
Perdesaaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan
bidang Pembangunan Desa
Perdesaaan;

b. Membina dan melaksanakan
bidang Pembangunan Desa
Perdesaaan;

Pasal 22
Bidang Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan perdesaan,
membawahkan :

1. Seksi Perencanaan dan pembangunan Desa
2. seksi Bina Pelaporan dan Evaluasi pembangunan Desa
3. Seksi Pembangunan Kawasan dan Kerjasama

s EKSr pERENCA**1'?iiffi f l* r^*cuNAN D ESA

Pasal 23
(1) seksi Perencanaan dan pembangunan Desa dipimpin oleh

seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokol mlmbantu
Kepala Bidang Pembangunan Desa dan pembangunan KawasanPerdesaan melaksanakan perencanaEln, tiui.i"t 

"r. dan
koordinasi;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), Kepala seksi Perencanaan dan pembangunan br""
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusuna.n rencana dan program kerja seksi perencanaan
dan Pembangunan Desa;

b. fenyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang seksi
Perencanaan dan pembangunan Desa;

c. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan perencanaan dan
Pembangunan Desa;

program kerja bidang
Pembangunan Kawasan

program kerja dan kegiatan
dan Pembangunan Ka*asan

d. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan Desa dan
Pembangunan KawasErn perdesaan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan Desa
dan Pembangunan Kawasan perdesaan;

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Bidang pembangunarr-D"sa dan pembangrinan
Kawasan Perdesaan mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja
bidang Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan;

program kerja dan kegiatan
dan Pembangunan Kawasan

c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan Desa
dan Pembangunan Kawasan perdesaan;-

d. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembangunan Desa
dan Pembangunan Kawasan perdesaan.
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d. Penyrapa.n perencanaan desa

e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana
pedesaan seksi Perencanaan dan pembangunan Desa;

f. Pelaksanaan koordinasi/kemitraan dengan unit kerJa/
instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan
dan Pembangunan Desa;

g. Pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporarl pelaksanaan
tugas di Perencanaan dan pembangunan Desa.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala seksi Perencanaan dan pembangunan besa
mempunyai uraian tugas :

a. Men5rusun rencafla dan program kerja seksi perencanaan dan
Pembangunan Desa;

b. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang seksi
Perencanaan dan Pembangunan Desa;

c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan perencanaan dan
Pembangunan Desa;

d. Menyiapkan perencanaan desa

e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana
pedesaan Seksi Perencanaan dan pembangunan Desa;

f. Melaksanakan koordinasi/kemitraan dengan unit kerJa/
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perencanaan
dan Pembangunan Desa;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas di
Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Paragraf 2
SEKSI BINA PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA

Pasal24
(1) seksi Bina Pelaporan dan Evaluasi pembangunan Desa dipimpin

oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas dan-fungsi
membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaksanakan perencanaan, kebijakan dan koordinasi bidang.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi Bina pelaporan dan Evaiuasi
Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana program kerja seksi Bina pelaporan
dan Evaluasi Pembangunan Desa;

b. Pelaksanaan rencana dan program kerja seksi Bina
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Desa;

c. Pembinaan dan pelaksanaa.n program kerja dan kegiatan
seksi Bina Pelaporan dan Evaluasi pembangunan Desa;

d. Evaluasi pelaksanaan tugas seksi Bina pelaporan dan
Evaluasi Pembangunan Desa;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi Bina pelaporan dan
Evaluasi Pembangunan Desa;
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(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2),, Kepala seksi Bina pelaporan dan Evaiuasi
Pembangunan Desa mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana program kerja seksi Bina pelaporan dan
Evaluasi Pembangunan Desa ;

b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi Bina
Pelaporan dan Evaluasi pembangunan Desa ;

c. Membina dan Melaksanakan program kerja dan kegiatan
seksi Bina pelaporan dan Evaluasi Fembangunan Desa;

d. Evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Bina pelaporan dan
Evaluasi Pembangunan Desa;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi Bina pelaporan dan
Evaluasi Pembangunan Desa;

Paragraf 3
SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN DAN KERJASAMA

Pasal 25
(1) Kepala seksi pembangunan Kawasan dan Kerjasama

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan perdesaaan
melaksanakan perencanaan, kebijakan dan koordinasi.

(2) Dalam melaksan_akan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala seksi pembangunan Kawasan dan Kedasama
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi pembangunan
Kawasan dan Kerjasama;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas
Kawasan dan Kerjasama;

Seksi Pembangunan

c. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pembangunan
Kawasan dan Kerjasama;

d. Penyiapan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan
dan kedasama desa

e. Pelaksanaan_ fasilitasi pengembang€Ln sara.na dan prasar€rna
kawasan pedesaan;

f. Pelaksanaan_ koordinasi/kemitraan dengan unit kerJa/
instansi/lembaga atau pihak ketiga;

g. Pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas di seksi Pembangunan Kawasan dan Kedasama.

(3) untuk melaksenakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, seksi Bina Pelaporan dan Evaluasi pembangunaln b"".
mempunyai uraian tugas :

a. Men5rusun relgala dan program kerja seksi pembangunan
Kawasan dan Kerjasama;

b. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas seksi pembangunan
Kawasan dan Kerjasama;

c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembangunan
Kawasan dan Kerjasama;
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d. Menyiapkan perencanaEln pembangunan kawasan perdesaandan keq'asama desa

e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana dan prasara.na
kawasan pedesaan;

f. Melaksanakan koordinasi/kemitraan dengan unit kerja/
instansi/lembaga atau pihak ketiga;

g. Melaksan akan monitoring, evaruasi, dan peraporan tugas di
seksi Pembangunan Kawasan dan Kerjasama.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga

94"* jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi i"t** berbagii
kelompok sesuai dengan bidang keairtiainya;

(2)Kelompok..Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk dan bertanggung jawab kepad'a sekritari" n".r"rr;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
?yat (2l,, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
keda; dan

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaima.na dimaksud pada ayat (3),ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 2T
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Kepala seksi, serta pemegang Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, implikasi dan
sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam
lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing.

(2) setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengikuti, memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya
masing- masing serta menyampaikan raporan tepat pada
waktunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 28
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
Katingan Nomor 12 Tahun 2ar6 tentang T\rgas pokok, Fungsi dan
Uraian T\rgas Badan Pemberdayaan tvtasyarakat dan pemeriirtahan
P","" Kabupaten K,a_tilsan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2al6 Nomor 2s6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
3:1*:IT Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita oaerarr k"rrp"T"r,
Kaunga.n.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,2S Deaomber ?o16

Diundangkan di Kasongan
pada 3 Dcsember 2O16

SE KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 3'\

AHMAD YANTENGLIE
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